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RINGKASAN

Tesis ini berjudul “Batasan Arti Frase Pemaksaan dalam Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (Tinjauan Pasal 4 Ayat (1) Huruf c, d, dan e Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”. Penelitian ini di latar
belakangi oleh belum adanya kejelasan mengenai makna “pemaksaan”
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c, d, dan e, yang mencakup
pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi paksa, dan pemaksaan perkawinan.
Ketidakjelasan ini menimbulkan kekaburan norma (vagueness of law) yang dapat
mempersulit proses pembuktian di pengadilan pidana.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana makna
pemaksaan yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) hurufc, d, dan e Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022; dan (2) bagaimana pembuktian frase pemaksaan tersebut
dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bersifat preskriptif-analitis dan
berorientasi reformasi (reform-oriented research). Penelitian ini menitikberatkan
pada upaya memberikan batasan indikator unsur frase pemaksaan agar pembuktian
dapat dilakukan secara lebih efektif dan tidak multitafsir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pemaksaan tidak hanya bermakna
kekerasan fisik, tetapi juga mencakup tekanan psikologis, relasi kuasa, dan
dominasi ekonomi atau sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan parameter pembuktian
berupa indikator yang dapat dioperasionalkan, seperti relasi subordinasi, tekanan
ekonomi, keterangan ahli psikologi forensik, dan persetujuan bebas dari korban.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
penguatan kebijakan teknis, penyusunan pedoman pembuktian, dan harmonisasi
norma KUHAP dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
sehingga frase pemaksaan tidak lagi menimbulkan multitafsir dan menjamin
kepastian hukum.
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ABSTRAK

Kata kunci: Pemaksaan, Kekerasan Seksual, Batasan, Pembuktian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna pemaksaan yang dimaksud
dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf ¢, d, dan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mengkaji bagaimana pembuktian
Frase pemaksaan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan
pidana di Indonesia. Fokus kajian difokuskan pada tiga jenis tindak pidana yaitu
pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan pemaksaan perkawinan, yang
memiliki risiko multitafsir jika tidak memiliki batasan indikator yang jelas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis dan berorientasi
reformasi (reform oriented research) untuk menawarkan rumusan batasan yang
lebih jelas dan operasional dalam menafsirkan frase pemaksaan serta pembuktian
nya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa frase pemaksaan dalam ketentuan pasal-pasal
tersebut belum memiliki definisi normatif yang memadai, sehingga berpotensi
menimbulkan kekaburan norma (vagueness of law) dan kesulitan pembuktian,
terutama jika paksaan tidak berupa kekerasan fisik melainkan tekanan psikologis,
relasi kuasa, atau dominasi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan parameter
pembuktian berupa indikator relasi subordinasi, tekanan sosial-ekonomi, hingga
keterangan ahli psikologi forensik, untuk menjamin konsistensi penegakan hukum
dan perlindungan hak korban.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
penguatan kebijakan teknis, penyusunan pedoman pembuktian, serta mendukung
harmonisasi KUHAP dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
agar frase pemaksaan tidak multitafsir dan tetap menjamin asas kepastian hukum.
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ABSTRACT
Keywords: Coercion, Sexual Violence, Limitation, Proof

This research aims to analyze the meaning of coercion as stipulated in Article 4
Paragraph (1) Letters c, d, and e of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual
Violence Crimes, and to examine how the proof of the coercion element can be
applied effectively in Indonesian criminal justice practice. The focus is specifically
directed at three types of sexual violence acts, namely forced contraception, forced
sterilization, and forced marriage, which carry a high risk of multiple
interpretations if no clear operational indicators exist.

The method used is normative legal research, applying a statutory approach and a
conceptual approach. This research is perspective-analytical and reform-oriented,
aiming to offer normative recommendations for the formulation of more
operational boundaries for the interpretation and proof of coercion elements by
law enforcement officers.

The findings show that the element of coercion in these provisions still lacks a clear
normative definition, creating vagueness of law and difficulties in proof, especially
when coercion does not manifest as direct physical violence but as psychological
pressure, power relations, or economic dependence. Therefore, clear indicators,
such as the existence of subordination, social or economic pressure, and forensic
psychological testimony, are needed to guarantee consistency in law enforcement
and victim protection.

In conclusion, this research is expected to contribute to strengthening technical
guidelines, drafting standard operational procedures for proof, and harmonizing
the Criminal Procedure Code (KUHAP) with the Sexual Violence Law to prevent
multiple interpretations and ensure legal certainty.
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